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PONTIANAK (MED) - Provinsi Kal-
imantan Barat merupakan satu-sa-
tunya daerah di Indonesia yang
sudah melakukan pemeriksaan aset
di lingkungan Pemerintah dengan
mengadakan kerjasama dengan
BPIK RI untuk diaudit, ini adalah
langka awal yang sangat baik dalam
menuju keterbukaan dan ketert-
iban dalam mengelola aset Pemer-
intah. Berkaiatan dengan pengelo-
laan aset, ada beberapa asel yang
boleh dikerjasamalkan dengan pihak
ketiga, itu dibolehkan dengan per-
aturan pemerintah No 6 Tahun 96,
artinya ada dasar hukumnya, apa-
bila dianggap perlu kontribusinya
dianggap rendah tinggal dinegasiasi-
kan. DPRD juga harus mendorong,
tanpa kita harus ribut-ribut, tanpa
kita harus berdebat diloran
duduk bersama antara pihak
Pemda yang bertugas mengelola
aset dengan pihak yang dikerjasa-
makan apakah itu Swasta, BUMD
duduk bersama, demikian disampai-
kan Kepala BPK R1 di Gedung DPRD
pada Rapat Paripurna DPRD ten-
tang Penyampalkan laporan Hasil
pememriksaan BPK RI Perwakilan
Kalbar atas managemen Aset Pem-
da Prov Kalbar tahun 2011,
Lanjutnya, aset —aset yang di-
hibahkan pemerintah Pusat yang
beluri jelas statusnya tinggal kita
lihat, kalau memang menurut DPRD
barang tersebut perlu  dhapuskan,
BPK bisa membantu bisa membah-
tu menilai dan menyarankan apa

i yang tepat untuk status aset,

Perwalkilan BPKP didaerah me-
mang ditugaskan untuk memban-
tu Pemda, sesual dengan Feratu-
ran Pemerintah No 10 tahun 2010.
Jadi keberadaan BPKP sifalnya
membantu bukan memeriksa ter-
hadap pemerintah daerah dalam
menyelesalkan persoalan yang ber-
kaitan dengan keuangan daerah,
terutama persoalan asel.

Memang semua SKPD sampal ke
Kabupaten/Kota dibuat sibuk oleh

Gubernur untuk mencari sertifikat
menertibkan masalah aset di mas-
ing- masing organisasi, hingga para
anggota Dewan, BPN seta Perwak-
ilan BPK Kalbar sibuk mencatat
mendokumenkan hal yang berkait
dengan aset.

Persoalan yang muncul berkaitan
dengan aset Ini bukanlah zamannya
Gubernur sekarang (
Drs.Carnelis,MH), tetapi persoalan
ini sudah sejak Provinsi Kalbar ber-
diri tidak pernah dilakukan potret
evaluas| yang total, untule ity mari
bersama-sama kita menyelesaikan
persoalan yang dipaparkan BPK
Sampai dengan semester I tahun
2011 dari anggaran Pemerintah
Provinsl Kalbar senilai 1,4 triliun leb-
ih, realisasinya samapai Saat inl han-
ya 400 milyar lebih; ini harus men-
jadi perhatian kita bersama khusus
teritang melanja modal yang ber-
kaitan dengan, pembangunan in-
prasrtuktur dan lainnya tingkat. re-
alisasinya hanya 11 %. Ini terjadi
memang ada proses yang harus di-
jalani seperti pelelangan yang harus
dilaksanakan.

DPRD diharapkan dapat mendor-
ong para birokrat ikut memberi spr-
irit dalam pengguna anggaran.

Kepala BPK RI juga member dor-
ongan kepatla Kepala Dinas / Badan
untuk tetap bekerja dalam men-
gelola anggaran sesuai dengan per-
aturan. “Jangan takut dikejar-ke-
jar oleh siapapun, asalkan kita bek-
erja dengan benar,"tegasmya.

Berkaiatan Pengelolaan aset, ada
beberapa aset yang boleh dikerjas-
amakan dengan pihak ketiga, itu
dibolehkan dengan peraturan pe-
merintah No 6 Tahun 96, artinya
ada dasar hukumnya.

Kepala BPK RI sebelumnya meny-
erahkan memori hasil pemeriksaan
masing-masing kepada Gubernur dan
Ketua DPRD Kalbar. Rapat Peripurma
dihadiri 29 orang anggota Dewan
dari 55 orang, Unsur Muspida, Para
Kepala Dinas Badan. (Syur/hms)



